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ABSTRAK

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016 yang berbunyi: 
“Menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang- Undang 
Nomor 31 Tahun 1999. Akibatnya kerugian negara bukan hanya sekedar potensial 
saja yang belum dapat ditentukan secara pasti jumlahnya namun harus dapat 
dibuktikan. Sehingga penanganan tindak pidana korupsi menjadi lebih sulit, terlebih 
ketika pelaku telah mengembalikan kerugian keuangan negara. Berdasarkan hal 
tersebut maka rumusan masalah dalam tesis ini adalah: (1) Apa implikasi putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 terhadap tindak pidana korupsi 
yang dilakukan kepala desa? (2) Apakah implikasi pengembalian kerugian Negara 
dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan kepala desa 
dapat menghilangkan sifat pidananya? Kerangka pemikiran dalam penelitian 
menggunakan teori negara hukum, teori pengembalian aset dan teori kerugian 
negara.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan 
perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber bahan 
hukum yang digunakan adalah sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik 
pengumpulan bahan dilakukan dengan eara mengidentifikasi dan menginventarisasi 
aturan hukum positif dan meneliti bahan hukum pustaka yang relevan dengan 
permasalahan hukum yang dikaji. Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan 
eara melakukan penafsiran hukum (interpretasi) dan metode konstruksi hukum.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penghapusan frasa “dapat” Pada Pasal 2 
Ayat (1) dan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan 
atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi berimplikasi kepada pergeseran delik tindak pidana korupsi, yang awalnva 
formiil menjadi materiil. Kualifikasi tindak pidana korupsi sebagai delik materiil 
mengharuskan aparatur penegak hukum harus menentukan jumlah kerugian 
keuangan negara secara nyata, padahal lembaga yang berwenang dalam menentukan 
jumlah kerugian negara masih tumpang tindih sehingga menimbulkan ketidakpastian 
hukum dan memperlambat proses pemberantasan tindak pidana korupsi. (2) 
Pengembalian kerugian negara atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh 
Kepala Desa tidak menghapus tindak pidananya. Dengan pengembalian kerugian 
negara maka sejatinya telah menyebutkan adanya kerugian negara yang terjadi 
sebelumnya.

Kata Kunci : Kerugian Negara, Tindak Pidana, Korupsi, dan Kepala Desa
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ABSTRACT

Ruling o f the Constitutional Court Number: 25/PUU-X1V/2016 which reads: "Stating 
the word "can" in Article 2 paragraph (1) and Article 3 o f Law Number 31 o f 1999. 
As a result, state losses are not just potential The amount can be determined with 
certainty but must be proven. So that the handling o f criminal acts o f corruption 
becomes more difficult, especially when the perpetrators have returned state 
financial losses. Based on this, the formulation o f the problem in this thesis is: (1) 
What are the implications o f the Constitutional Court decision Number 25/PUU- 
XI l ' 2016 for corruption crimes committed by village heads9 (2) Does the 
implication o f returning state losses in the process o f enforcing the law on corruption 
committed by the village head eliminate its criminal nature? The framework o f 
thought in this research uses the rule o f law theory’, the theory o f return on assets 
and the theory o f state losses.

This research uses a normative juridical research type with a statutory approach, a 
conceptual approach and a case approach. The sources o f legal materials used are 
primary>, secondary and tertiary legal sources. Material collection techniques are 
carried out by identifying and inventorying positive legal rules and examining legal 
literature materials that are relevant to the legal issues being studied. Legal material 
analysis techniques are carried out by means o f legal interpretation (interpretation) 
and legal construction methods.

The results o f the study show that (1) The deletion o f the phrase "can” in Article 2 
Paragraph (!) and Article 3 o f Law Number 20 o f 2001 concerning Amendments to 
Law Number 31 o f 1999 concerning the Eradication o f Corruption has implications 
for a shift in criminal offenses Corruption, which was initially formal, became 
material. The qualification o f corruption as a material offense requires law 
enforcement officials to determine the real amount o f state financial losses, even 
though the institutions authorized to determine the amount o f state losses still 
overlap, causing legal uncertainty! and slowing down the process o f eradicating 
corruption. (2) Returning state losses for acts o f corruption committed by the Village 
Head does not erase the crime. By returning state losses, it has actually been stated 
that there were state losses that occurred before.

Keywords : State Losses, Crime, Corruption, and Village Head
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